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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan 

sehari-hari, karena merupakan masalah maka ia harus diberantas, dalam arti 

mencegah perluasan dari bahaya, baik oleh masyarakat maupun oleh penegak 

hukum.1 Upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan 

pemidanaan. Dengan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan dianggap 

sebagai upaya yang paling efektif untuk menyembuhkan luka atau derita 

korban kejahatan. Dimana hukuman yang dimaksud yaitu merupakan suatu 

bentuk pidana kehilangan kemerdekaan.2  

Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-

undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana 

kurungan, dan pidana tutupan (Pasal 10 KUHP) yang penenempatannya 

menjadi satu dalam Lembaga Pemasyarakatan.3  Bambang Poernomo 

mengatakan bahwa “Penerapan pidana penjara mencapai angka 96,99% 

dibanding jenis pidana lain”.4 

                                                           
1
  Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghib, Mengenal Kriminologi, Badan 

Penerbit Unsri, Palembang, 2007, hlm 31 . 
2
  Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refia Aditama, 

Bandung, 2006, hlm. 71. 
3
  Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan System Pemasyarakatan, 

Liberty, Yogyakarta,1986, hlm. 3. 
4
  Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm.3. 



Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan : 

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. 

Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memeliharan tujuan. Jadi 

pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan 

terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat”.5 

Pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi jawatan kepenjaraan 

yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah sistem pemasyarakatan 

dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.
6
 Kemudian institusi yang 

digunakan diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat 

instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 

17 Juni 1964.
7
 Sistem kepenjaraan yang merupakan produk kolonial 

mempunyai pandangan indvidualisme yang memandang dan 

memperlakukan orang-orang hukuman (narapidana) tidak sebagai manusia 

(anggota masyarakat).
8
 Sistem kepenjaraan ini juga bertentangan dengan 

kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sistem 

kepenjaraan dirasa lebih mengutamakan pelaksanaan pencabutan 

kebebasan narapidana dan pemeliharaan serta ketertiban dalam lembaga 

dari pada membina narapidana menjadi warga masyarakat yang baik. 

                                                           
5
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta,1993, 

hlm. 32. 
6
  Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm.1. 

7
 Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, LN No.77 Tahun 

1995, TLN No.3614, Penjelasan Umum. 
8
 A. Widiada Gunakarya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Arnico, Bandung, 1995, 

hlm. 90. 



Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai Lembaga 

Pemasyarakatan, digagas oleh Dr. Sahardjo, S.H., yang pada waktu itu 

menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia 

itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. 

Beliau juga memiliki gagasan untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan 

bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan 

juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, 

agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga 

pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum 

yang berlaku.
9
 

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang 

diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka 2 

menyatakan sebagai berikut: 

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang 

dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan 

pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan 

                                                           
9
 Drs. P.A.F Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. Hukum Penitensier Indonesia, Edisi 

Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hlm.165. 



dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 

jawab”. 

 

Lembaga pemasyarakatan secara negatif identik dengan tempat 

penghukuman para pelaku kejahatan. Secara berbeda, Roeslan Saleh 

mengatakan, tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tak ada 

penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan sebagai 

suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya di lihat dari sisi kacamata 

hukum pidana menyerupai “hukum tanpa kepala”, tak jelas pandangan 

kemasyarakatannya.
10

 

Kerisauan atas over capacity lapas sudah menjadi keprihatinan banyak 

pihak. Betapa tidak, kondisi demikian diyakini turut andil memicu 

terjadinya kekerasan di balik jeruji besi. Semakin lama seseorang di 

penjara, semakin menambah jumlah penghuni penjara dan semakin 

menambah beban anggaran Pemerintah. Hukuman lama belum tentu 

menimbulkan efek jera. Buktinya, penghuni Lapas terus bertambah.  

Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas menyebabkan 

hak-hak dari narapidana tidak optimal, misalnya fasilitas hunian, sanitasi 

dan kesehatan, serta kurangnya pengawasan terhadap kekerasan atau 

penyikasaan yang terjadi pada penghuni Lembaga Pemasyarakatan. 

Salah satu cara yang dipandang efektif untuk mengurangi penghuni 

Lapas adalah mengupayakan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat 

                                                           
10

  Josias Simon, Budaya Penjara : Pemahaman dan Implementasi, Bandung, Parya Putra 

Darwati,2012,hlm.1. 



adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan 

setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya 

dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 

(sembilan) bulan. Syaratnya: hukuman yang dikenakan lebih dari sembilan 

bulan, sudah menjalani 2/3 masa hukuman, plus berkelakuan baik selama 

dalam masa pembinaan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012  

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan menyimpulkan: pembebasan bersyarat adalah proses 

pembinaan napi di luar Lapas setelah menjalani sekurang-kurang 2/3 masa 

pidana dari minimal 9 bulan. Intinya, yang berhak mendapat hak 

pembebasan bersyarat bukan napi yang divonis hukuman kurungan.
11

 

Optimalisasi peningkatan dalam hal pemberian pembebasan bersyarat 

merupakan langkah strategis dalam mengatasi masalah over capacity di 

Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan ini diambil tidak hanya akan menjadi 

solusi untuk masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan tetapi 

juga masalah anggaran Negara. 

 

 

 

                                                           
11

  Penjelasan Undang-undng Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

membahas tentang “PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH 

SATU UPAYA UNTUK MENGATASI OVER CAPACITY DI 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KLAS IA 

PALEMBANG)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberian pembebasan bersyarat dapat mengatasi over 

capacity di Lapas Klas IA Palembang ? 

2. Kendala apakah yang ditemui dalam upaya pemberian pembebasan 

bersyarat di Lapas Klas IA Palembang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan 

penelitian ini. Tujuan-tujuan tersebut antara lain : 

1. Untuk mengetahui pemberian pembebasan bersyarat dapat menjadi 

salah satu upaya untuk mengatasi over capacity di Lembaga 

Pemasyarakatan. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian  

pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA 

Palembang. 

 



D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan penelitian ini 

adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

untuk pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya, dan 

bidang ilmu hukum pidana pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi kalangan praktisi ataupun masyarakat dalam hal 

memahami hak pembebasan bersayarat yang didapat oleh 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Pembinaan Narapidana 

Penerapan pembinaan narapidana merupakan bagian dari sistem 

pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah suatu proses therapeutic, di 

mana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa 

dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat disekitarnya. Sistem 

pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar 

hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cermin dari adanya 



keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang 

bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya.
12

 

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan 

kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, 

yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta 

lingkungannya.
13

 Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai 

ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman yang merupakan tempat 

untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, 

rehabilitasi dan reintegrasi.
14

 Menurut C.I.Harsono Hs, Pembinaan 

Narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, pembinaan narapidana 

mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling 

bekerja sama satu sama yang lain untuk mencapai suatu tujuan.
15

 

Tujuan pembinaan narapidana secara tidak langsung berkaitan erat 

dengan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena tujuan pemidanaan dari 

sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan dengan tahap-

tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut 

tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi 

dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan 
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tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, narapidana 

dibina, dibimbing agar tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian 

hari apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan.
16

  

2. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
17

 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam 

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantahkan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
18

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekanto adalah: 
19

 

1. Faktor hukum  

Praktik penyelanggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan 

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 
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ditentukan secara normative. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan 

yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat 

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan 

dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan 

hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, 

karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses 

penyerasian antara nilai kaidah dan pola prilaku nyata yang bertujuan 

untuk mencapai kedamaian. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kerpibadian penegak hukum. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam 

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak 

akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya 

dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas 

tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:
20
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1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.  

2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.  

3. Yang kurang-ditambah.  

4. Yang macet-dilancarkan.  

5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.  

4. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau 

kelompok sedikit banyakanya mempunyai kesadaran hukum, persoalan 

yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum 

yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum 

masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

5. Faktor Kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari,orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono 

soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia da 

masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka 

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah 

suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan 

mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 



F. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian empiris 

yang mengkaji efektivitas dari pembebasan bersyarat sebagai salah satu 

upaya mengatasi over capacity di Lembaga Pemasyarakatan. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer diperolah dari sejumlah keterangan dan fakta yang 

dilakukan melalui penelitian lapangan.
21

 

b. Data sekunder sebagai penunjang, diperoleh melalui bahan hukum 

yang terdiri dari : 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autoritatif)
22

, yaitu bahan-bahan hukum yang 

memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti: Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 12 

Tahun 1995 Tentang Pemasyaraktan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 99 Tahun 2012  tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti 
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hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari 

kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.
23

 

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 

atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa 

kamus hukum, ensiklopedia dan internet.
24

 

3. Metode Pendekatan  

1. Pendekatan undang-undang (statute approach) 

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani.
25

 Bagi penelitian kegiatan untuk kegiatan 

praktis, pendekatan perundang-undangan mempelajari adakah 

konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan 

undang-undang lainnya. 

2. Pendekatan sosilogi hukum (socio legal approach) 

Menurut Prof. Adji Samekto socio legal merupakan penelitian 

yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial 

dengan tetap pada batasan penulisan hukum. Faktor tersebut 
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dikonsepsikan sebagai fenomena masyarakat dalam menjalankan 

hukum. 
26

  

3. Pendekatan konseptual (conseptual approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktirn yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan 

pandangan doktrin tersebut akan ditemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum 

dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
27

 

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

tersebut membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

   Penulisan skripsi ini, data primer dikumpulkan dengan teknik 

wawancara (Interview) tidak berencana dimana interviewer tidak 

terikat pada aturan-aturan yang ketat.
28

 Alat yang digunakan adalah 

pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan 

ditanyakan secara langsung di lapangan melalui informan yang 
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dianggap mengetahui permasalahan mengenai proses penerapan 

pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya mengatasi over 

capacity di Lembaga Pemasyarakatan. 

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Untuk mendapatkan data-data sekunder guna mendapatkan landasan 

teori dan landasan hukum serta untuk mendapatkan batasan atau 

definisi atau arti suatu istilah dilakukan dengan cara menelusuri dan 

mengumpulkan bahan tersebut dari literatur-literatur dan Undang-

Undang serta peraturan lain di bawah Undang-Undang. 

5. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Palembang, 

dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas 1A Palembang, Jalan Taqwa Merah Mata, Palembang. 

6. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian atau kumpulan 

individu-individu (atau satuan-satuan lain) yang mengandung ciri-

ciri yang telah ditetapkan. Dengan demikian, populasi dikatakan 



merupakan sejumlah manusia atau unit yang akan diteliti dan 

mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.
29

  

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Petugas 

di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang yang berwenang 

memberikan keterangan mengenai permasalahan. 

b. Sampel (Sampling) 

Sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat 

mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya 

sedikit saja yang diwawancarai.
30

 Adapun cara dalam penentuan 

sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan cara purposive 

sampling. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan pada 

tujuan tertentu. Purposive sampling merupakan sampel yang 

dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian subyektif dari 

penelitian.
31

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bapak Rochkidam, Bc.IP., S.os., M.Si selaku Kepala Bagian 

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang; 

b. Bapak Rudi Saputra, SH selaku Staff Bimbingan Kemasyarakatan 

di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang. 
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7. Teknik Pengolahan Data 

Data yang didapat dengan cara penelitian lapangan (field research) dan 

penelitian kepustakaan (library research) akan dikumpulkan dan direduksi 

melalui kegiatan  mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap 

mungkin dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu, 

kategori tertentu, atau tema tertentu.
32

 

Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam 

suatu bentuk tertentu (display data) sehingga terlihat secara utuh untuk 

memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (conclution 

drawing and verification).
33

 

8. Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode 

kualitatif, yakni upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti 

menganalisis apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, serta 

perilakunya yang nyata. Metode kualitatif adalah suatu jenis metode 

penelitian yang mempunyai karakteristik sendiri yang sngat bereda dari 

penelitian kuantitatif, walaupun menurut sebagian pakar penelitian 

                                                           
32

 Burhan Bungin,  Analisis Data Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta,2010, hlm 70 
33

Ibid 



perbedaannya tidak perlu untuk dibesar-besarkan dan dipertentangkan antara 

satu dengan yang lainnya.
34

 

9. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah 

dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.
35

 Kesimpulan yang 

baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.
36

 

Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara induktif, yakni 

proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke data-

data yang bersifat umum.
37

 Maka dari itu kesimpulan dari perumusan 

masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah 

hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat 

menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas.
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